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Abstrak
 

Akta Jual Beli (AJB) dengan objek tanah semestinya dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian

menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang terdiri atas

syarat subjektif dan objektif. Selain itu, seharusnya dalam pembuatan akta tersebut dipertimbangkan pula

ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata tentang batalnya perjanjian yaitu dengan adanya cacat kehendak yang

meliputi ancaman, kekhilafan, dan penipuan. Demikian pula halnya dalam jual beli dengan objek tanah yang

menggunakan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA). Dalam kenyataannya dijumpai AJB dengan objek tanah yang perjanjiannya mengandung

cacat kehendak karena adanya penipuan. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri

Kalianda Nomor: 2/PDT.G/2021/PN Kla. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keabsahan dari

AJB dengan objek tanah yang mengandung cacat kehendak, selain itu menganalisis juga tanggung jawab

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap adanya cacat kehendak dalam pembuatan AJB dengan objek

tanah. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dipaparkan secara eksplanatoris analitis untuk

mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan�

bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa cacat kehendak

(dalam hal ini adalah penipuan) membuat tidak terpenuhinya syarat subjektif yang berkenaan dengan

kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri melalui perbuatan hukum jual beli yang dituangkan dalam

AJB di hadapan PPAT sehingga akta tersebut menjadi dibatalkan oleh Hakim. Adapun terkait tanggung

jawab dari PPAT dalam pembuatan AJB dengan objek tanah yang mengandung cacat kehendak adalah

sebatas formalitas dari akta autentik yang dibuatnya, sedangkan berkenaan dengan kebenaran dari substansi

(isi) perjanjian yang merupakan kehendak para pihak, bukan merupakan tanggung jawab PPAT.

......The Deed of Sale and Purchase (AJB) involving land objects should be made in accordance with the

validity requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code

(KUHPerdata), which includes both subjective and objective conditions. Furthermore, the making of such a

deed should also consider the provisions of Article 1321 of the Civil Code regarding the annulment of

agreements due to defects in consent, which include coercion, mistake, and fraud. Similarly, in land sale and

purchase transactions governed by the provisions of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian

Principles (UUPA), there are cases where the AJB involving land objects contains defects in consent due to

fraud. Such a case was found in the decision of the Kalianda District Court Number: 2/PDT.G/2021/PN Kla.

This research aims to analyze the validity of the AJB involving land objects that contain defects in consent

and to analyze the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) regarding the defects in consent in the

making of the AJB involving land objects. This legal research is doctrinal, presented in an explanatory-
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analytical manner to collect secondary data in the form of legal materials through literature study. The legal

materials are then analyzed qualitatively. The research findings indicate that defects in consent (in this case,

fraud) result in the non-fulfillment of the subjective requirement regarding the agreement of the parties to

bind themselves through the legal act of sale and purchase as stated in the AJB before the PPAT, thus

rendering the deed annulled by the Judge. As for the responsibility of the PPAT in making the AJB

involving land objects that contain defects in consent, it is limited to the formality of the authentic deed they

made. However, regarding the truth of the substance (content) of the agreement, which is the will of the

parties, it is not the responsibility of the PPAT.


